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Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur, telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur; 

  b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja 

sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan 
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infrastruktur, perlu mengubah Peraturan Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk 

mengakomodasi perkembangan praktik internasional 

terbaik (international best practice) serta penyelarasan 

dengan peraturan pemerintah tentang sinkronisasi 

proses perencanaan dan penganggaran pembangunan 

nasional; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur; 

 
 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 112); 

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
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Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43); 

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan 

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29); 

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN 

USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan 

Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang 

selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama 

antara pemerintah dan badan usaha dalam 

penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum 

dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab 

proyek kerja sama, yang sebagian atau seluruhnya 

menggunakan sumber daya badan usaha dengan 

memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. 

2. Tata Cara Pelaksanaan KPBU yang selanjutnya 

disebut Panduan Umum adalah pedoman mengenai 

tata cara pelaksanaan kerja sama yang menjadi 

acuan bagi penanggung jawab proyek kerja sama 
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dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan 

KPBU berdasarkan perjanjian KPBU. 

3. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang 

meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun 

atau meningkatkan kemampuan infrastruktur 

dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur 

dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka 

meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. 

4. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, 

perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk 

melakukan pelayanan kepada masyarakat dan 

mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan 

ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan 

dengan baik. 

5. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang 

selanjutnya disingkat PJPK adalah menteri/ kepala 

lembaga/kepala daerah, atau direksi badan usaha 

milik negara/badan usaha milik daerah sebagai 

penyedia atau penyelenggara Infrastruktur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

6. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan 

kementerian/kepala lembaga atau pihak yang 

didelegasikan untuk bertindak mewakili 

kementerian/lembaga berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas, 

dan tanggung jawabnya meliputi sektor 

Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri 

ini. 

7. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah 

provinsi, atau bupati/walikota bagi daerah 

kabupaten/kota atau pihak yang didelegasikan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

mewakili kepala daerah bersangkutan. 

8. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan 

usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, 

badan hukum asing, atau koperasi. 
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